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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengambilalihan lahan adat karena diarea lahan itu terdapat sumber 

daya alam yang sangat besar, adanya kerjasama antara oknum 

perusahaan dengan masyarakat adat untuk merusak hutan tanpa 

sepengetahuan dari tokoh-tokoh adat serta Pemerintah daerah 

Kabupaten Kapuas selaku pemberi izin usaha perkebunan kepada 

perusahaan perseroan terbatas Susantri Permai tidak menegakan 

aturan hukum. 

2. Pengembalian hak atas lahan dan hutan adat kepada masyarakat 

adat yang telah diambilalih oleh perusahaan Perseroan Terbatas 

Susantri Permai, pemberian ganti kerugian berupa uang dan dana 

abadi kas masyarakat adat serta melakukan reboisasi 
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B. SARAN 

a. Kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas :  

1) Pengembalian hak atas lahan dan hutan adat kepada 

masyarakat adat yang telah diambilalih oleh perusahaan 

Perseroan Terbatas Susantri Permai. 

2) Penghentian seluruh kegiatan perkebunan perusahaan 

Perseroan Terbatas Susantri Permai.  

3) Pencabutan izin perusahaan Perseroan Terbatas Susantri 

Permai. 

4) Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas harus membuat 

peraturan daerah yang mengatur masyarakat hukum adat. 

b. Kepada Masyarakat Hukum Adat :  

1) Menuntut pengembalian hak atas lahan dan hutan adat milik 

masyarakat adat yang telah diambilalih oleh perusahaan 

Perseroan Terbatas Susantri Permai, ganti kerugian menurut 

hukum adat dayak dan reboisasi hutan.  

2) Meminta badan pertanahan nasional dan dinas kehutanan 

untuk memberikan kepastian hukum atas lahan serta hutan adat 

milik masyarakat hukum adat,  

c. Kepada Perseroan Terbatas Susantri Permai : Adanya etiket baik 

dari perusahaan untuk membayar ganti rugi dan mengembalikan 

hak atas lahan dan hutan adat milik masyarakat adat yang telah 

diambilalih oleh perusahaan Perseroan Terbatas Susantri Permai. 
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